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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap 
anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam proses penyidikan di 
Kepolisian Resort Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris 
(applied law research), penelitian hukum normatif-empiris ialah suatu penelitian yang 
menggunakan titik tolak bahwa hukum positif seharusnya lebih berfokus pada pengaruh 
instrumen hukum terhadap tingkah laku orang atau bagaimana hukum dilihat dari perspektif 
sosial. Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, data 
sekunder, dan data tersier. Data dikumpulkan untuk kemudian dilakukan analisis dengan data 
yang ada dilapangan melalui metode analisis kualitatif dalam rangka melihat kesesuaian dan 
pertentangan yang menjadi rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan. Melalui 
penelitian ini diperoleh hasil bahwa anak pelaku pencurian yang berada dalam proses 
penyidikan berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Islam berdasarkan maqashid 
syariah. Perlindungan hukum ini dilaksanakan oleh POLRESTA Surakarta. 
 
Kata kunci: perlindungan hukum, anak, pidana anak, penyidikan. 

Abstract 

This study aims to examine the application of legal protection for child perpetrators of 
aggravated theft in the investigation process at the Kepolisian Resort Kota Surakarta. This 
study uses a normative-empirical method (applied law research), normative-empirical legal 
research is a study that uses the starting point that positive law should focus more on the 
influence of legal instruments on people's behavior or how the law is viewed from a social 
perspective. The types and legal materials used in this study are primary data, secondary data, 
and tertiary data. Data are collected and then analyzed with existing data in the field through 
qualitative analysis methods in order to see the suitability and contradictions that become the 
formulation of the problem to then draw conclusions. Through this study, the results obtained 
that child perpetrators of theft who are in the investigation process have the right to receive 
legal protection in accordance with Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak and Islamic Law based on maqashid sharia. This legal protection is 
implemented by POLRESTA Surakarta.  
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1. PENDAHULUAN 

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa 

negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian dari negara hukum ini menurut Wiryono 

ialah sebagai negara di mana pemimpin atau otoritas sebagai penyelenggara pemerintahan 

dalam menjalankan tugas kenegaraan wajib mematuhi ketentuan hukum yang ada(Sunarso, 

2020). Konsep negara hukum ini menjadikan hukum positif sebagai dasar dalam mengatur 

negara. Hukum ialah sebuah landasan dalam Undang-undang yang berpuncak pada konstitusi 

(Saputra, 2022). 

Keberadaan anak dalam sebuah negara menjadi hal yang tak terpisah dari 

keberlasungan hidup bangsa tersebut. Anak merupakan generasi penerus bangsa karena anak 

adalah aset negara yang akan melanjutkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, anak-anak 

berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang 

baik(Kidi, 2023). Konstitusi negara Indonesia telah menyebutkan secara tegas dalam 

pengaturannya pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari 

kekerasan dan diskriminasi. Keberadaan peraturan ini kemudian menegaskan bahwa negara 

Indonesia melalui kontitusinya telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak bagi tiap-tiap 

anak di Indonesia.  

Tingginya angka kenakalan anak kemudian menjadi sebuah polemik yang dihadapi 

negara. Anak yang dalam hal ini ialah anak sebagai pelaku tindak pidana berada pada posisi 

yang rentan dan memerlukan perlakuan khusus. Bersamaan dengan hal ini, dibentuklah 

seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan proses peradilan bagi anak, atau yang kemudian 

dapat disebut dengan sistem peradilan pidana anak (juvenile justice). Tujuan dari pelaksanaan 

sistem peradilan pidana anak (juvenile justice) tidak hanya untuk memberikan hukuman (sanksi 

pidana) bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi juga ditekankan pada pemikiran bahwa 

penjatuhan hukuman tersebut sebagai alat untuk mendukung tercapainya kesejahteraan anak 

yang terlibat dalam tindak pidana.  

Sistem peradilan pelaku tindak pidana anak tentu berbeda dengan sistem peradilan 

pelaku tindak pidana dewasa. Perbedaan inilah yang kemudian diatur dalam Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Kendati demikian, sering kali  

apa yang tertuang dalam aturan (Das Sollen) tidak sejalan dengan apa yang terjadi dalam 

kenyataan (Das Sein) (Reformasi & Dewi, 2024). 

2. METODE PENELITIAN 
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Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tulisan ini ialah metode yuridis-

empiris (applied law research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan titik tolak bahwa 

hukum positif seharusnya lebih berfokus pada pengaruh instrumen hukum terhadap tingkah 

laku orang atau bagaimana hukum dilihat dari perspektif sosial (Sumarna & Kadriah, 2023). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses 

penyidikan  

3.1.1. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak.  

Peraturan mengenai proses peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 

Undang-undang ini mengatur segala aturan mengenai proses peradilan yang 

melibatkan anak. Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang SPPA yang berbunyi: “Anak 

yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi 

saksi tindak pidana.” 

Tujuan dari pelaksanaan sistem peradilan bagi anak yang terlibat 

dalam tindakan pidana (juvenile justice) tidak hanya terbatas pada pemberian 

hukuman, tetapi juga berorientasi pada pandangan bahwa penjatuhan 

hukuman tersebut berfungsi sebagai alat untuk mendukung tercapainya 

kesejahteraan bagi anak yang berperilaku menyimpang. Tujuan   sistem   

peradilan   pidana   anak secara   prinsip   proporsionalitas   adalah   untuk 

dapat memajukan   kesejahteraan   anak.  Sistem peradilan pidana anak 

(Juvenile Justice) ini kemudian dibagi menjadi dua tujuan utama, yaitu 

memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. 

Tujuan memajukan kesejahteraan anak ialah yang menjadi prioritas alias 

fokus utama, hal ini berarti dalam pidana anak dihindari penggunaan sanksi 

pidana yang sifatnya hanya semata-mata memberi hukuman saja. Sedangkan, 

Tujuan pada prinsip proporsional, karena Sistem Peradilan Pidana Anak 

membatasi penerapan hukuman-hukuman yang umumnya dijelaskan sebagai 

batasan-batasan ganjaran yang sebanding dengan tingkat keseriusan 

pelanggaran hukum, namun juga memperhitungkan aspek-aspek situasi 

pribadi pelaku. 
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Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak berbunyi bahwa: “Dalam menangani perkara Anak, 

Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja 

Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut 

Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib 

memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana 

kekeluargaan tetap terpelihara.”  

Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Restoratif Justice adalah 

proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait dengan tujuan mencari 

penyelesaian yang adil bersama-sama dengan menekankan pemulihan 

kembali pada keadaan semua, bukan pembalasan. 

Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversi adalah 

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses 

di luar peradilan pidana.  

Anak dalam proses penyidikan juga memiliki hak-hak yang berbeda 

dengan pelaku tindak pidana dewasa. Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa: 

“penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh Kapolri”. 

Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana anak mengatur bahwa proses  penyidikan  anak wajib 

dirahasiakan. Pernyataan bahwa dalam tingkat penyidikan, yakni  yang 

berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain mulai dari tahap 

penyelidikan sampai penyidikan wajib dilaksanakan secara rahasia. Pasal ini 

menyebutkan bahwa:  “(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak 

Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun 

elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama 

Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, 

dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, 

dan/atau Anak Saksi.” 
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Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak  (SPPA) mengatur bahwa dalam hal perkara dapat 

diajukan ke sidang pengadilan ialah perkara anak yang berumur (dua belas) 

12 hingga belum genap 18 (delapan belas) tahun (Ketut dkk., 2019). Pasal ini 

berbunyi bahwa: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum 

genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan 

setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) 

tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap 

diajukan ke sidang Anak.” Pasal ini berarti bahwa ketika seorang anak 

melakukan tindak pidana sebelum berumus 18 (delapan belas) tahun dan 

ketika diajukan ke sidang anak telah berumus lebih dari 18 (delapan belas) 

tahun dan belum 21 (dua puluh satu) tahun maka sidang tetap diajukan ke 

sidang anak. Sedangkan, bagi anak yang belum  erumus 12 (dua belas) tahun 

memang tidak dimungkinkan untuk diajukan kesidang peradilan, tetapi tetap 

dimungkinkan untuk dilakukan proses penyidikan.  

Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi, bahwa “Penahanan terhadap Anak 

tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang 

tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak 

akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan 

mengulangi tindak pidana.” pasal ini berati bahwa penahanan pada anak 

dapat dihindari ketika sang anak memiliki wali sebagai penjaminnya.  

3.1.2. Menurut Hukum Islam. 

Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai hak-hak anak dalam 

proses penyidikan maupun peradilan. Tetapi, Hukum Islam mengatur secara 

umum hak-hak anak yang selanjutnya diatur dalam maqashid syariah. 

Maqashid syariah membagi hak-hak anak menjadi 5(lima) bagian, 

diantaranya diantaranya ialah (Herawati dkk., 2023) : 

a) Perlindungan dan pemeliharaan religiusitas (ḥifẓ al-dīn) 

Hak anak ḥifẓ al-dīn atau yang dapat disebut juga sebagai 

pemeliharaan agama berarti memastikan tiap-tiap anak untuk dapat 

memperoleh perlindungan, bimbingan, dan kesempatan untuk mengenal, 

memahami, serta menjalankan ajaran agama dengan benar sejak dini, tanpa 

paksaan yang melampaui batas dan tanpa hambatan yang menghalangi 
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kebebasan beragama yang sah. Pemeliharaan agama dalam konsep 

penyidikan perkara anak berarti bahwa dalam prosesnya, anak tidak boleh 

kehilangan haknya dalam mengenal dan melaksanakan ibadahnya. 

Pemeliharaan agama dalam penyidikan perkara nomor: 

BP/122/IX/2022/RESKRIM berati dalam proses penyidikan ini, anak 

dipastikan tetap dapat mempelajari serta beribadah menurut agamanya tanpa 

kesulitan.  

b) Perlindungan dan pemeliharaan jiwa (ḥifẓ al-nafs) 

Hak anak ḥifẓ al-nafs memiliki arti untuk memberikan jaminan 

terhadap keselamatan jiwa, kesehatan fisik, dan keamanan anak sejak ia lahir 

hingga dewasa, sehingga kehidupannya terlindungi dari segala bentuk 

ancaman, kekerasan, dan perlakuan yang membahayakan. Pemeliharaan jiwa 

pada perkara nomor: BP/122/IX/2022/RESKRIM seharusnya dilaksanakan 

dengan cara memastikan bahwa dalam proses penyidikannya, anak tidak 

mendapat tekanan yang dapat membahayakan baik fisik maupun jiwanya. 

Pelaksanaan pemeliharaan jiwa seharusnya dilakukan dengan memastikan 

bahwa anak mendapat perlakuan yang berbeda dari pelaku perkara dewasa, 

dalam hal ini seharusnya penyidikan perkara anak juga dilakukan oleh 

penyidik khusus anak.  

c) Perlindungan dan pemeliharaan pikiran (ḥifẓ al-'aql) 

Perlindungan ḥifẓ al-'aql memiliki pengertian sebagai hak anak dalam 

mendapatkan perlindungan serta pengembangan akal pikirannya melalui 

pendidikan yang benar, nutrisi yang sehat, serta lingkungan yang mendukung 

tumbuhnya kecerdasan dan daya kritis, sekaligus menjauhkan anak dari hal-

hal yang merusak akalnya. Pemeliharaan pikiran dalam proses penyidikan 

anak berarti anak harus tetap mendapatkan pendidikan yang layak walaupun 

sedang dalam proses penyidikan perkaranya. Pemeliharaan pikiran ini berarti 

meskipun anak berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini ialah sedang 

berada ditengah proses penyidikannya, anak harus tetap dapat mengenyam 

pendidikan di sekolah seperti biasanya. Penyidikan tidak boleh menjadi 

penghalang anak dalam menuntut ilmu.  

d) Perlindungan dan pemeliharaan keturunan (ḥifẓ al-nasl) 

Perlindungan ḥifẓ al-nasl memiliki pengertian sebagai hak anak 

untuk mendapatkan garis keturunan yang jelas, perlindungan dari 
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perusakan atau pencemaran nasab, serta pembinaan keluarga yang baik 

sehingga anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih 

sayang, dan bermartabat. Pemeliharaan keturunan dalam proses penyidikan 

anak berarti bahwa meskipun anak sedang berada ditengah proses 

penyidikan, anak tetap harus mendapat perlindungan serta pembinaan dari 

walinya yang dalam hal ini ialah orangtuanya. Pemeliharaan keturunan 

dalam perkara nomor: BP/122/IX/2022/RESKRIM berarti dalam proses 

penyidikannya, seharusnya anak tidak dapat ditahan. Penghindaran 

penahanan ini dilakukan dalam rangka memenuhi hak anak untuk dapat 

perlindungan dan pemeliharaan serta hak anak untuk dapat tumbuh 

dilingkungan yang aman.  

e) Perlindungan dan pemeliharaan properti (ḥifẓ al-māl) 

Perlindungan ḥifẓ al-māl memiliki pengertian sebagai hak anak 

untuk memiliki, mengelola, dan mendapatkan perlindungan atas harta 

bendanya secara sah, serta terjamin dari segala bentuk penipuan, pencurian, 

atau penyalahgunaan harta miliknya, baik selama ia masih di bawah 

perwalian maupun setelah dewasa. Perlindungan propoerti dalam proses 

penyidikan anak berarti memastikan bahwa dalam proses penyidikan 

perkaranya, anak tidak akan mengalami kerugian maupun kehilangan 

hartanya. Perlindungan properti dalam perkara nomor: 

BP/122/IX/2022/RESKRIM berarti dalam proses penyidikannya, anak 

seharusnya tidak mengalami perampasan harta apapun. 

Hukum Islam juga terdapat konsep al-shulh, yakni konsep dimana  

meminimalisasi bahkan menghilangkan konflik yang terjadi dalam 

masyarakat (Suci Dini Lubis & Syaddan Dintara Lubis, 2024). Dasar dari 

konsep al-shulh ialah perdamaian, atau penyelesaian sengketa dengan jalan 

damai (Karimah, 2024). Konsep al-suhlh ini sejalan dengan konsep diversi  

yang mana sama-sama menggunakan victim oriented. (Susanti & Abstrak, 

2017). Hukum positif Indonesia mengenal konsep tersebut sebagai 

restorasi justice. Restorasi justice ini  ialah keadaan dimana  penyelesaian 

perkara dilakukan secara  non-litigasi.  Pelaksanaan restorasi justice ini erat 

hubungannya dengan pemberlakuan qisas dan diyat dalam Hukum Islam. 

Penuntutan qisas dalam Hukum Islam menjadi hak korban maupun 

keluarga korban. Sehingga, penyelesaian perkaranya bergantung pada 
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kesepakatan kedua pihak yang mana dalam pemutusannya terdapat dalam 

kewenangan hakim. Restorasi justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

sesuai dengan Hukum Islam dalam hal pemaaf (Hamdi dkk., 2021). Konsep 

pemaafanlah yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara anak 

3.2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 
dalam Proses Penyidikan pada Perkara Nomor: BP/122/IX/2022/RESKRIM.  

Kronologi kejadian: dalam perkara Nomor: BP/122/IX/2022/RESKRIM, terjadi 

peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak RLH (14) dan 

anak GGN (15). Peristiwa terjadi ketika anak RLH (14) dengan anak GGN (15) 

melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor MX 

King dengan No Pol AD 6630 FG. Pencurian ini berawal dengan kedua pelaku anak 

RLH (14) dan anak GGN (15) datang bersama berboncengan dengan sepeda motor 

Smass. Setelah sampai di lokasi kejadian, anak GGN (15) mengambil sepeda motor 

MX King dengan No pol AD 6630 FG yang kemudian dibawa pergi pelaku dengan 

didorong dari belakang untuk kemudian dibuatkan kunci. Pada pagi hari setelah 

kejadian, sepeda motor curian MX King dengan No Pol AD 6630 FG tersebut 

digunakan untuk jalan-jalan oleh pelaku hingga kemudian ditemukan oleh 

pemiliknya. Pemilik sepeda motor MX King No Pol AD 6630 FG tersebut kemudian 

membawa pelaku ke POLRESTA Surakarta pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 pada 

pukul 22.00 WIB. Atas perbutan tersebut, kedua pelaku diancam dengan Pasal 363 

Ayat (1) dan (4) KUHP.  

Praktik dari tatacara penyidikan pidana anak seringkali berbeda dengan 

tatacara mengenai penyidikan anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. Das Sein dan Das Sollen tidak selalu sejalan, karena 

penafsiran yang berbeda terhadap kaidah hukum (Reformasi & Dewi, 2024). 

Proses hukum perkara nomor: BP/122/IX/RESKRIM dimulai sejak adanya 

laporan pencurian oleh korban, yakni ketika korban membawa pelaku beserta barang 

bukti pencurian berupa satu unit sepeda motor MX King dengan No Pol AD 6630 

FGsetelah korban memergoki pelaku membawa motornya saat berpapasan dijalan. 

Setelah adanya laporan tersebut, dilakukan pendataan mengenai kronologi termasuk 

identitas korban dan kedua pelaku sehingga kemudian diketahui bahwa kedua pelaku 

ialah anak dibawah umur. Kedua pelaku tersebut ialah RLH (14) dan GGN (15) yang 

sama-sama masih duduk dibangku SMP. Penyidikan pelaku anak dalam perkara 
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tersebut dilakukan di unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) POLRESTA 

Surakarta oleh penyidik khusus anak tanpa atribut penyidik kepolisian. Proses 

penyidikan perkara tersebut juga dilakukan secara flexible dengan mempertemukan 

korban dengan kedua pelaku demi mendapatkan solusi yang tidak memberikan 

kerugian lebih baik pada korban maupun kedua pelaku. Selama proses penyidikan 

ini, anak tidak dikenai penahanan karena kedua pelaku anak baik RLH (14) 

MAUPUN GGN(15) merupakan pelajar aktif yang masih bersekolah di jenjang 

SMP. Penghindaran penahanan tersebut juga didasari dengan jaminan bahwa kedua 

pelaku tersebut baik RLH (14) maupun GGN (15) tidak akan kabur serta bahwa 

kedua pelaku tersebut berada dalam perwalian orangtua mereka.  

Menurut analasis saya berdasarkan pada proses pelaksaan penyidikan 

perkara nomor: BP/122/IX/2022/RESKRIM yang dilakukan oleh penyidik anak 

POLRESTA Surakarta, maka proses penyidikan tersebut telah memenuhi aturan 

pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Unsur-unsur yang telah terpenuhi diantaranya ialah unsur pada Pasal 18 Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

mengatur mengenai penekanan suasana kekeluargaan dalam proses penanganan 

perkara, maka unsur tersebut tersebut telah dipenuhi dengan dilaksanakannya proses 

penyidikan secara flexible tanpa atribut penyidik kepolisian. Unsur lain yang juga 

telah terpenuhi ialah Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan pidana anak mengani Restoratif Justice (RJ). Restoratif 

Justice (RJ) dalam perkara nomor: BP/122/IX/2022/RESKRIM dipenuhi dengan 

adanya pertemuan antara korban dengan kedua pelaku dalam rangka meminimalkan 

dampak kerugian baik pada korban maupun pelaku. Unsur diversi seperti yang diatur 

pada Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem 

Peradilan Pidana Anak tidak dapat dikenakan pada perkara nomor: 

BP/122/IX/2022/RESKRIM ini, hal ini dikarenakan diversi hanya dapat dikenakan 

pada kasus pencurian ringan, sedangkan dalam perkara ini ialah pencurian dengan 

pemberat. Identitas kedua pelaku dalam perkara nomor: BP/122/IX/2022/RESKRIM 

juga dirahasiakan, baik nama, alamat, maupun jatidiri mereka dari media masa. 

Mengenai unsur penahanan yang tertuang dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam perkara nomor: 

BP/122/IX/2022/RESKRIM telah dipenuhi dengan catatan bahwa kedua pelaku 

tersebut memiliki penjamin yakni wali mereka. Sehingga, kemudian diketahui 
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bahwa dalam prosesnya, penyidikan anak pada perkara nomor: 

BP/122/IX/2022/RESKRIM yang dilaksanakan oleh POLRESTA Surakarta telah 

memenuhi segala unsur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Menurut analisis saya terhadap penyidikan pada perkara nomor: 

BP/122/IX/2022/RESKRIM berdasarkan maqashid syariah, maka unsur unsur hak 

anak dalam maqashid syariah telah dipenuhi secara garis besar. Hak anak dalam 

maqashid syariah ini memang tidak diatur secara langsung dalam proses penyidikan 

perkara nomor: BP/122/IX/2022/RESKRIM. Tetapi, apabila dilihat dalam 

pelasanaannya, sebenarnya hak-hak anak ini telah dipenuhi. Seperti pada hak 

pemeliharaan agama, anak pelaku tidak pidana pada perkara nomor: 

BP/122/IX/2022/RESKRIM dipastikan bahwa mereka dapat melaksanakan 

ibadahnya masing-masing tanpa gangguan. Pemeliharaan jiwa dalam perkara 

nomor: BP/122/IX/2022/RESKRIM dipenuhi dengan pelaksanaan proses 

penyidikan yang dilakukan secara flexible oleh penyidik khusus anak tanpa atribut 

penyidik kepolisian. pemeliharaan keturunan telah dipenuhi dengan dihindarinya 

penahanan sehingga anak tersebut tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan 

orangtuanya. Pemeliharaan properti tidak dijelaskan secara langsung, tetapi apabila 

melihat pada proses penyidikannya, pelaku anak pada perkara nomor: 

BP/122/IX/2022/RESKRIM tidak mengalami kerugian ataupun kehilangan 

hartanya. Sehingga, diketahui bahwa proses penyidikan pada perkara nomor: 

BP/122/IX/2022/RESKRIM sudah memenuhi unsur hak-hak pemeliharaan anak 

berdasarkan maqashid syariah

4. PENUTUP 

4.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka diketahui bahwa perlindungan hukum 

terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan diatur sebagai berikut: 

a) Aturan hukum positif Indonesia yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana anak, diketahui bahwa telah diatur mengenai 

perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian 

dalam proses penyidikan. Perlindungan hukum ini diatur diantaranya ialah 

dalam proses penanganan perkara dilaksanakan dengan suasana kekeluargaan, 
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adanya aturan khusus yang mengatur bahwa penyidikan anak dilakukan oleh 

penyidik khusus, adanya diversi, adanya restoratif justice, serta aturan 

mengenai penahanan.  

b) Hukum Islam tidak mengatur secara langsung aturan mengenai perlindungan 

hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, tetapi 

didalam maqashid syariah diatur mengenai hak-hak perlindungan anak. 

Perlindungan anak menurut maqashid syariah ini diantaranta ialah 

perlindungan dan pemeliharaan religiusitas (ḥifẓ al-dīn), Perlindungan dan 

pemeliharaan jiwa (ḥifẓ al-nafs), Perlindungan dan pemeliharaan pikiran (ḥifẓ 

al-'aql), Perlindungan dan pemeliharaan keturunan (ḥifẓ al-nasl), serta 

Perlindungan dan pemeliharaan properti (ḥifẓ al-māl). 

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka diketahui bahwa Pelaksanaan 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses 

Penyidikan pada Perkara Nomor: BP/122/IX/2022/RESKRIM telah sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dengan memenuhi unsur-unsur diantaranya penekanan suasana 

kekeluargaan dalam proses peradilan, penyidikan dilakukan oleh penyidik 

khusus anak, adanya restoratif justice, serta tidak adanya penahanan pada 

proses penyidikan. Proses penyidikan pada perkara nomor: 

BP/122/IX/2022/RESKRIM juga telah memenuhi unsur-unsur pemeliharaan 

anak berdasarkan maqashid syariah. Unsur-unsur dalam maqashid syariah 

yang dimaksud ialah dipenuhinya unsur  pemeliharaan religius dengan 

memastikan ibadah sang anak tidak terganggu, dipenuhinya unsur 

pemeliharaan jiwa dengan  adanya perbedaan perlakuan dengan pelaku dewasa 
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selama proses penyidikan serta dilaksanakannya penyidikan oleh penyidik 

khusus anak, dipenuhinya unsur pemeliharaan pikiran dengan memastikan 

selama proses penyidikan anak tetap dapat bersekolah seperti biasa, 

dipenuhinya unsur pemeliharaan keturunan dengan memastikan anak tetap 

berada dalam perlindungan walinya, serta dipenuhinya unsur pemeliharaan 

harta dengan memastikan anak tidak mengalami kerugian ataupun kehilangan 

hartanya selama proses penyidikan. 

4.2.  Saran  

Berdasarkan pada penelitian dan temuan di atas, dapat saya sampaikan saran, 

antara lain: 

1. Bagi orangtua, karena orangtua adalah orang pertama yang mengajari anak, 

hendaknya orangtua dapat memberikan edukasi ke anak bahwa tidak semua 

hal dapat dilakukan dengan dalih bahwa mereka masih anak-anak. Orangtua 

harus menanamkan nilai kebaikan dan akhlak kepada anak-anak mereka. 

2. Bagi pihak sekolah, karena sekolah merupakan tempat anak menghabiskan 

banyak waktunya untuk belajar, sekiranya pemberian edukasi mengenai 

pidana anak dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam mencegah anak 

untuk berlaku menyalahi hukum pidana. 

3. Bagi kepolisian, sebagai upaya preventif dalam menekan angka kasus tindak 

pidana anak, kepolisian dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada 

anak-anak mengenai hukum pidana anak baik dilakukan dilingkungan 

sekolah maupun masyarakat
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